BAB 1Y

ANALISA HUKUM 1S5_AM

A. Analisa Hukum lslam Tentang Penguasaan Negara Terhadap
tanah.

Seluruh  yang ada di alam semesta ini, manusia,
ewar, tumbuh—-tumbuhar, dan-makhluk lain adalah ciptaan
allalh SWT. Selain itu juga bumi {tanah) yang kita pijak
mergpakan tebutuhan  pokok  bagl kelangsungan hidup
diiadikaﬁ Allah SWI hanyvalah untuk kenikmatan manusie.

Dahulu, bumi Indonesia yanyg kita huni ini diliputi
hutan velantara. Barnyalk binatang buas, juga - belum ada
esa daﬁ kota seperti sekarang, kehidupén bangsa
Indones: a pada‘ jaman dahulu  sama aéperti kehidupan
hangsa-bangsa lain. Keﬁidupan manusis pada jaman dahulu
Saivgal hurganiUng pada alam sekelilingnya. Alam

sekelilingnya terdiri dari tumbuhbuhan, hewan, tanah, dan

air ., itu merupakan sumber dari kehidupan manusia. Sumber-

cumber terwebut diciptakam Allah SWT untuk manusia.

Tanah merupakan salah satu benda yang Sangat'besar
manfaaltnya bagi kelangsungan hidup, balk manusia, hewan,
Lermbubi-- Lombuhen altaupun  keperluan lain misal, untuk

perusahasan  dan  sebagainya. 0Oleh  karens itulah tanah

mer upakan benda  yang mempunyal nilai ?ang- tidak kalah

penlingnye dengan benda lain.
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Yang dimaksud dengan bende yang mempunyéi nilai di
sini adalah vyang dalam Islam dikegal .denéén sebutan
"malul Mutaqawwih” yang artinya adalah "sesuatu behda 1tu
dikuasai (dengan perbuatan) dan diperbolehkan diambil
manfaatnya oleh syara‘ dalém keadaan biasa bukan ‘dalam
keadaan terﬁak%a". Dengan kata lain tanah merupakanvbenda
ekonomis yaltu semua barang atau benda vyang dapat
dipergunakan  untuk mémuaskan kebutuhan manusia. Benda
tersebut untuk mendépatkannya harus diserteil dengan
usaha.

Benda "mutagawwim' merupalkan benda yang memﬁunyai
nilalr  menurul syara’ dan dilindungi. QOleh karena itu
orang  yang  bulkan pemiliknya dituntut mengganti dengan
benda serupa atau .Senilai apabila i1a merusakkannya.
(Masdhiuha deurfahman ; 1990 ¢ 41-42).

Tanah pada aéalnya bukan benda ekonomis, karena
jumlabnya . sangat luas sekall. Tetapi dapat dikatakan
benda bebas, yakni benda yang tidak masuk ke dalam milik
ceseorang dn tidak ada sesuatu penghalan yang dibenarkan
cecara syara  Jjadl pemiliknya.

Bendé bebas sepért; tanah tersebut bukan dikuasal
uleh crang perseorangan, akan tetapi dikuasai oleh negara
dan  eeluruh rakyatnya. Sesuai dengan pasal 33 ayat (3)
Undang -andang Dasar- 1945 bahwa : bumi, ailr, dan kekayaan

o ooy tertandung diodatamiya dJiktuasai oleh negara dan
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dipergunakan untuk sebesar—besar kemakmuran rakyat.
(Undang-undang Dasar 1945 @ 10).

Kalaulah harta seluruhnya adalah milik Allah, maka
tarigan manusia hanyalah suruhan  belaka buat jadi
whalifab, maksudnya adalah mempergunakan dan mengaturnya.
(Hbu Nnhmadyl, Anshori Umar Sitanggel ;3 1980 @ 385 .

Mabka diaturlah tata cara yang mengalturnya agar
manusia tidak melanggar hak orang lain. Islam memberikan
Fetotapon-ketetapan  atau aturan-aturan yang berupa hak-
Prak . bail hak khusus (individu) atau hak uhum masyarakat.
Sebagarmona  telabh  disebutkan dalam pasal 33 ayat (3)
adalah - bumi. air dan kekayaan alam yang - terkandung di
dalamnya dihuas&m oleh negara dan  dipergunakan  untuk
sehesar besar kemakmuran  rakyat. Maka‘oleh karena 1tu
pemerintahlah yang berhak mengatur tentang masalah
dar 1 pada bepentingan umum (mavyarakat).

Pernyataan kekayaan alam  yang terkandung di
dalomiya  adalah  dikuasar oleh negara,” sl ini sesual
dengan  ketentuan-ketentuan dalam ILlam. Kita ketahul
felam by mengulamakan kepentingan  umum (masyarakat)
Letap: Dukann berar bl kepenbingan  Individu diabalikan
wme laank an hanya 5ubatd5v tidak menggangyu  hkepentingan
latntiya. lelalh dijelaskan dalam  Undang-undang Polkok
pgr aria dolam penjelasan pasal | balwa bumi yang dimaksud
odanya permalaannya saja stau disebut dengan tanah.

|
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Dan  dalam hal inl kita hanya diperbolehkan hanya
b mengygunakan permukaan saja.  Dan yang  ada di
dalamnya kita tidak boleh mengambil atau menggalinya.
Farena Péhemuanya (yvang terkandumng di dalamnya) adalah
dikuasal oleh neygara sesual dengan Undang-undang
Fer Lambangan  No. 11 tahun 1967 LN 1967 Ne. 22 tanggal 2

Descember 19&67.

Berkaigan dergan uraian di ata; kita dapat melihat
bheberapa pendapat para uulama

Perlamae @ berpendapat bahwa apa yang terdapat dalam perut
bumi  1tu adalabh semata-mata milik baitulmal
atas negara. Jadi hak ini  adalah hal milik
umum,' mesk 1pun terdapat pada tanah milik
seseorang atau beherapa orang individu.

Pendapat 1Nt banyak diikut! oleh para wulama bermadzhab

Maliki.

Kedua : berpendapat bahwa apabila barang-barang tambang
tersebut terdapat pada tanah milik maka itu
menjadi miliknya karena barang-barang tersebut
serupa tanaman  yang tumbuh  dan pohon yang
citanam. Inilah pendapat yang terhkuat dalam
madzhab Syafi’i.

Pendapal yang kedus {dalam madzbab Syafi 1) tidak

dapat diserupabran dengan tanagman yang tumbuh dan  pohon

yang ditanam, sebab barang-barang tambang i1tu berbeda
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ebagar berilut s

. lanaman  dapat dikhasilkan oleh bumi  dengan pekerjaan

marusLa, setelah izin dan kehendak Allah dengan tabiat
Feadaan, maka manusia yang menanamnya dialah pula yang
e e b am. Adapun barang-barang tambang,- karemna
terdapat dalam perut Sumi. Manusia tidak pernah
mern:tipkan sesuatu padanya, sebab manusia tidak punya

Feriza dalam mewujudkannya.

-
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Pemilil tanah hanva memiliki permﬁkaannya saja, bukan
tfalamnya ﬁebabimaksud memiliki tanah bilasanya untuk
ber tanam atauw untuk membangun, bukan alkan mengeluarkan
Larang Ltambang.

.. Barany Larang  tambang, wmisal minyak bumi, ~ besi dan
webagainya adatah Dbarvang-haranyg yang disebut voleh
Raosul ShW sebagai  tidak boleh dimonopoli oleh
soseor anyg buat o memy Lok rnya

d. Baranyg barang Lambany 1 theany Gemisalnya anya
Lerdapat. pada bépcrapa Ltempatl tertentu  saja, semua
oréng' membutubkannya. Mal.a apabila di;zinkan
memtlilinya  secara prlbad;, sudah baraﬁg-tentu arang
akan  banyal  menjurus pads tandakan ini  yang akan
metigak tbhatkan bahaya besar .

Dalam masalah ini kata [Lnu BQudamah dalam bukunya

AT -mughins Y batiwa bavang-barang Lambaeng yang oléh manusia

Gadamirail an dan dimanfaatlban tanpa biaya, seperta halnya
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R AN P heler ang, gas dar lain- larn ladak  boleh
co bt Gectarn odels e oty o sl imin, sebab
Pl b ot an aicmbaliayabt an gan menyewmpd blbans (Nha Ahmad L,
fnae by thear Sd tanggal 3 EEB0 1497 -700 .

Viensgpan doma ke tan iw? asiab bhalwa sesaastu s benda  yang
e i boebatuhen orang banyak diiiuonan oleh negara.

raitan di oabtas maros Firita tahu bahwa tamnals

E__;

abatat wr bk umum yang daya penggunaannya diperuntuklkan

g teaam. Dan dalam hal ind pomer inbah merupakan lembaga

oy onGamnueva i Fekaasaan pada binglatan 1ertingéi dalam
Pttt et L ah Lurbéhut (batrah} agar dricapai suatu

b b s choas Femabmur ane ocyareg omer o loe dan n‘nf‘nj.v)(_;{; ,.’-)c_,).;ir bk
NIRRT Gate dengan  hak, yany Lalnnyga iataﬁ menjaga
e ben by niya anLur. kepentingan individu dengan

Fepentingan mé%yarakat. Berilkaltan dengan hal tersebut di

alas dalam bab 11 'bagian a bahwa negara Sebégai

organisasi dari bangsg Ind;nesia itu untuk pada tingkatan

vang tertinggi 3 .

a. HMengaltur daﬁ menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
ver seddraan dan pemeliharaannya.

L. Plenes i ukon dan mengatur hak - hak %gng dapaﬁ dipunyai
atas (bagren dari) bumi, QL , dan!ruang angkasa.

(. HMenentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

LY 3y uranyg danr perbuatan-perbuatan hukum yang

mengenoi bumi, dan ruang anghasa. (Undang-undang Pokok




Ngraria 3 1990 : 7).
Dengan demikian  jelaslah bahwa pemerintah  atau
negaralah yang mempunyal wewenang atau kuasa atas sesuatu

yany berkenaan dengan masalah hajat hidup orang banyak.

B. Nnalisa Hukum Islam Tentang Kebijaksanaan Pemerintah
Terhadap Perundang—undangan Konversi dan Konservasi.

Sesungguhnya, ’tujuén yang dikehendaki Allah SWT
dengan menurunkan agama adalah untuk menegakkan kebenaran
‘dan  mencegah permusuhan diantara manusia. Maka tujuan
vang paling mendasar adalah mengukuhkan adanya keadilan
sos1al.

Dalam Islam terdapat hukum yang mengatur hubungan
manusia dengan Tuhan—-Nya dalam bentuk ritual semata-mata,
bt api lebih darid itu 1a mengatur hubungan manusia dengan
woesamanya, manusia dengan masyarakatnya dan masyarakat
yany satu dengan masyarakat yang lain. (Labib MZ, Maftuh

Ahnan ¢ 143) .

Syar tat Islam pada dasarnya bhersifat universal
RS Cactat dibatast  oleh ras dan geografis.  Hal 1ni
Crosrtad dorgors fangst Istam lu sendiry diturunkanya untuk

o als amct manus ta tanpa Lerbecala

V

Dalom. penerapaniyyd, memperhatilban kenyataan-—
Fenyalaan Voedtiy dalum masyar akal yang tidal mungkin
mewa) thian wmenunaitkan syar i at felam bagi non muslim.
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Sebagaimana kita ketahui dalam suatu negara itu pasti ada
bermacam-macam agama seperti balnya di Indonesia. Untuk
itulah dalam pengaturannya harus memperhatikan:
kepentingan orang banyak tetapi juga tidak‘ menyampingkan
kepentingan individu.

Dalam Islam kewarganegaran disebutkan di antaranya
yaitu orang dzimmi artinya seorang bukan muslim yang
tinggal dalam wilayah negara Islam deﬁgan ketentuan bahwa
ia mempunyal kewajiban dan hak yang sama dengan warga
muslim, dan penguasa wajib melindunginya. Ia harus tunduk
kepada hukum I[slam dalam soal-soal keuangan dan tunduk
Fepada bukum Islam atau peradilan Islam dan mereka pebaé
mengenali masalah agamanya. (Drs. Saparlan ;3 1993 = 19~
PO,

Hel ini demi menjaga masyarakat Islam dan mene-
gaklkan bFeseambangan dalam masyarakat. Maka pemerintah
aix lakua pemegang kekuasaan tidak dapat memaksakan
Lehendalknya kepada rakyatnya atau  menerapkan peraturan
yang tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Dalam kehidupan manusia terjadi perkembangan atau

Femaiuan yang pesat yang tidak mungkin terhindarkan. Dulu

Fohrdapan manusia selalu mengembara yang tanpa arah dan
Lujuan Lap hanyalah mencar i makan saja. Kemudian
berkembany menjadl’ penduduk yang menetap dan tidak

mengembara lagi. Dari sinilah manusia mulai dengan
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Fehiidupan yang teratur. Demikianlah pola kehidupannya
juga berubah yakni mulai bertani, beternak dan \bgrdagang
yang secara otomatis keadaan alam dan lingkungaﬁ ikut

1
Liorubath,

T tule nenyaga keelewtarian tanalhh adalah salah
satunya  dengan mengadakan veboisasi ataupun penghijauan
hoatans hutan yang gundul. Meka oleh karena itulah adanya
larangan bahwa bagi tiap merusalk tanaman bahkan menebang
flabis  daripada  potion—-pobon  tersebut tanpa memikirkan
Cakibatnya. Peserintah  dalam  hal  1ni  telah berusaha

semaksimal mungkin untuk mempertahankan kelestarian hutan

dan lingkungan. Dan kesemuanys 1nl tidak bisa dijalankan

pemer intah melainkan dibutuhkan partisipasi dari
masyarakat luas. HKarera kebijakan 1ini tanps adanya
dukungan dari masyarakat tidak akan berhasil dan

kebijakan tersebut tidak lain hanyalah demi keléngsungan
hidup selanjutnya. Oleh karena itulah pemerintah mencegah
adanya tangan-tangan yang merusak lingkungan, dengan
memberilkan penyuluhan—-penyuluhan kepada masyarakat dan
juga memberikan sanksi kepada siapa saja vyang melanggar
aturan vyang telah ditgtapkan. Hal ini dapaf kita temui
dalam Undang-undang No. 9 tahun 1967 disebutkan dalam
pasal 19 dan Undang-undang No. 4 tabun 1982 terdapat padg
pasal 22.

Seperti dalam bab IIl bagian 2.3. perlindungan

o
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hutan balhwa peranan tanaman adalah melindungi tanah dari
vukulan  hujan  secara 1ang%gng dengan jalan mgmatahkan
energi  kinetiknya melalui tajuk, ranting dan baténgnya.
Dengan serasah yang dijatuhkan akan membentuk humus  yang
berguna untuk menaikkan kapésitas infiltrasi tanah,
dengan demikian erosi akan dikurangi. Habitus tanaman
terutama Lentuk pohon, kerapatan tajuk dan ranting serta
luas dan dalam tajuk yang j;tuh. (Saidein Sarief : 1988:
24 .
~Dengan penjelawan di atas jelaslah bahwa betapa
pen£ingnya peranan hutan dalam melestarikan tanah. Dan
Juya  keluestarian 'lihgkungan, sebagalmana  kita hketahul
manusla hidup memerluian tempal yang disebut linglkungan
hidup. Lingkungan hidup terdiri dari s
a. Henda  mabi, seper bty bumi, ave . udara dan benda-henda
mati lainnya.
b. Makhlul hidup, sepert: binatang, ikan, burung dan
sebhagalnya.
Dalam menggunakan hendaknya memperhatiﬁan dari
pada ‘hak~hak lain. Karena kita ketahui dalam UUD 1945
pasal 33 ayat (2) dan (3);
Pasal 2 :
Cahangnéabang produksil yang penting bagi negara
dan yang menguasal hidup orang banyak dikuasai

"olelh negara.
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Bumi, air dan kekayaan alam yang terkéndung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar ksmakmuran rakyat.

Tanah merupakan alat pruduksi bagi para petani
stau perusahaan yang bahan bakunya berasal dari tanah daa
barena tamah . merupakan hajat orang banyak maka tanah
dilkuasai oleh negara. Ini berarti bahwa tidak seorangpun
vang dapat mengha]ang;halangi un bak kepenéingan umum.
(Bac hsan Moastafa 5 1988 3 13)1

NDengan demikian akan dapat dirasakan. oleh seluruh
rakyaol Thdonmesia secara adil dan merata  untuk mencapai
suatbtu  Femskmuran dan bukan dkemalimuran pérseorangan, ini
adalalh merupakan dasar tujuan negara memberikan atau hak
memanfaatkan tanah tersebut. Maka masing-masing rakyat
har us  memergunakan  haknya sebaik mungkin, yéng untuk
menghindarkan  tergesernya hak  orang lain. Indonesia
atfotals negar a yang berdasarian Pancasiia_yang di dalamnya

ferbandung asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Sebingga

pemer intalt  atau negara membatasi hak—hak perseorangan,

yany sehubungan  dengan asas ini yvaitu kemanusiaan dan

Fesdr Lo sowial yang terdapat pada Pancasila.



